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MOTTO 

 

“Dalam hidup pasti akan selalu ada kesulitan yang menghampiri, karna nya ubah 

setiap kesulitan mu menjadi peluang. Pantaskan dirimu menjadi seorang 

pemenang”
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ABSTRAK 

 

Penerapan Asas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Kabupaten 

Kuningan) 

Asas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Selama era desentralisasi, 

pemerintah daerah dan kota memiliki banyak peluang dan tantangan untuk 

memberikan layanan terbaik kepada warganya. Kewenangan pemerintah 

daerah meningkat sebagai akibat dari desentralisasi ini, dan pelayanan publik 

yang efektif sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor pelayanan 

publik yang dilaukan pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip 

seperti transparan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam konteks good 

governance. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

bagaimana pengaturan tentang Asas Profesionalitas Aperatur Sipil Negra di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penerapan penegakan hukum 

terhadap pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2023.  Metode Penelitian yang di gunakan penulis adalah dengan pendekatan 

yuridis-empiris yaitu dengan penelitian hukum empiris dengan memanfaatkan 

fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. tahap 

penelitian menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang 

termasuk ke dalam studi kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang, 

teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, serta analisis data yang bersifat 

deskriptif analitis.  Pengaturan pelayanan publik dengan Asas Profesionalisme 

dapat di temukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang aperatur sipil negara.  Asas Profesionalitas menekankan pentingnya sikap 

yang sopan, ramah, dan menghormati hak-hak masyarakat dalam setiap interaksi 

dengan penyelenggara pelayanan. standar pelayanan prosedural menetapkan 

standar prosedur yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dalam memberikan 

pelayanan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses 

pelayanan, dokumen yang diperlukan, dan biaya yang harus dibayarkan. Dalam 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sendiri Asas 

Profesionalitas sudah berjalan cukup baik terlebih dalam kesesuaian produk, 

waktu pengerjaan dan penggunaan sarana teknologi yang efektif. Simpulan yang 

penulis ambil Pelayanan publik dalam dinas kependudukan kabupaten kuningan 

dinilai cukup baik dalam menjalankan pelayanan nya dapat dilihat dari kesesuaian 

pekerjaan ketepatan waktu pengerjaan dan beberapa aspek lain nya. Saran untuk 

pelayanan publik Diharapkan Pemerintah atau lembaga terkait terus 

mengembangkan pelayanan yang terbaik dalam pelayanan publik sesuai 

dengan yang di tetapkan di dalam Undang-Undang. 

 

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Kinerja, Profesionalitas, Pelayanan  

Publik  
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ABSTRACK 

 

Implementation of the Principles of Professionalism of State Civil Apparatus in 

Providing Public Services Based on Law Number 20 of 2023 concerning State 

Civil Apparatus (Case Study of Kuningan Regency) 

Principles of Professionalism of State Civil Servants During the decentralization 

era, regional and city governments have many opportunities and challenges to 

provide the best services to their citizens. The authority of local governments has 

increased as a result of this decentralization, and effective public services are 

essential to community well-being. The public sector carried out by local 

governments must be based on principles such as transparency, accountability, 

effectiveness and service efficiency in the context of good governance. This 

research is to find out and analyze how the principles of professionalism of civil 

servants in the Population and Civil Registry Service are regulated and the 

application of law enforcement to public services based on law number 20 of 2023. 

The research method used by the author is a juridical-empirical approach, namely 

with empirical legal research by utilizing empirical facts that can be obtained 

through human behavior. The research stage uses primary data, secondary data 

and tertiary data which are included in literature studies and interviews as data 

support, data collection techniques, data collection tools, as well as analytical 

descriptive data analysis. Public regulations with the principle of professionalism 

can be found in article 1 number 5 of Law number 20 of the 2023 Service Year 

concerning the state civil apparatus. The principle of professionalism emphasizes 

the importance of being polite, friendly and respecting people's rights in every 

interaction with service providers. Service procedure standards establish standard 

procedures that must be followed by government agencies in providing services, 

including the time required to complete the service process, documents required, 

and fees to be paid. In the Kuningan district population and civil registration 

service itself, the principle of professionalism has been operating quite well, 

especially in terms of product consistency, processing time and effective use of 

technological facilities. The advice that can be given is Consistency in the 

Application of the Civil Population and Civil Registry Regulations. Disdukcapil 

must remain loyal to the regulations and standards that apply in population 

administration. , as well as ensuring that every step taken is in accordance with 

applicable legal provisions and improving the infrastructure used in public 

services. 

 

Keywords: State Civil Apparatus, Performance, Professionalism, public service 
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